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. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara

DAN ANGKUTA N

DENGAN RAHMAT TU ANG MAHA ESA

etribusi Perijinan di bidang lalu Lintas dan Angkutan
Jalan telah dite an berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2002 ;
bahw dengan prinsip-prinsip yang melandasi perubahan pengaturan
Retfibdsi» Daerah adalah kebijakan Daerah di bidang pembinaan,
p%@ dalian dan pengawasan perijinan dengan mempertimbangkan aspek

idya jasa pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah terhadap Subjek

%aetribusi yang sudah tidak sesuai dengan situasi dan kondisi ;

ok

bahwa berdasarkan pertimbangkan tersebut di atas serta kebutuhan daya
dukung untuk jasa pelayanan yang semakin meningkat, maka Peraturan
Daerah Nomor 6 Tahun 2002 perlu diadakan perubahan yang ditetapkan
dengan Peraturan Daerah ;

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah
Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) ;

Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3196) ;
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas Jalan dan
Angkutan Jalan ( Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3438) ;
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4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang (
Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, %
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048) ; Q
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambah nQ
Lembaran negara Nomor 4389) ;
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan &a’ﬂ
(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran ara
Nomor 4437) Jo, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang—Um%.Nomor
3 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor ambahan
Lembaran Negara Nomor 4493) ; Q
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembara ara Tahun 2004
Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4 ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1
(Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 59;

Nomor 3527) ; 2&
9. Peraturan Pemerintah Nomor 42 1993 tentang Pemeriksaan

Kendaraan Bermotor di Jalan (Lembaranh Negera Tahun 1993 Nomor 60,
Tambahan Lembaran Negara No 28) ;

10. Peraturan Pemerintah Nom ahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu
Lintas Jalan (Lembaran ra Tahun 1993 Nomor 61, Tambahan
Lembaran Negara No ;

11. Peraturan Pemerin
Pengemudi (Le

tang Angkutan Jalan
bahan Lembaran Negara

)3
mor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan

Negara Tahun 1993 Nomor 62, Tambahan

Lembaran Ne mor 3530) ;
12. Peraturan intah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan
Pemerint Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran

n 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;

13. Perdtu Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah

% an Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara

%7 or 4139) ;
e

% raturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 20 Tahun 2000 tentang Tata
Cara Pembentukan dan Teknik Penyusunan Peraturan Daerah (Lembaran
Daerah Tahun 2000 Nomor 35 Seri D) ;
§) 15. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 4 Tahun 2002 tentang
Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kabupaten Bandung
% (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 1 Seri C) ;

Q} 16. Peraturan Daerah Kabupaten bandung Nomor 5 Tahun 2002 tentang
Q Retribusi Jasa Umum di Bidang lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran

‘% Daerah Tahun 2002 Nomor 2 Seri B) ;
?& 17. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 6 Tahun 2002 tentang
Retribusi Perijinan di Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran

Daerah Tahun 2002 Nomor 3 Seri B) ;

) 18. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 7 tahun 2002 tentang
Kewenangan Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor
35 Seri D) ;
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